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Hutan merupakan modal pembangunan nasiona yang memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan
penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan
dinamis. Untuk itu hutan hares diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan
bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. K erusakan
hutan di Indonesiaterjadi karena berbagai sebab, salah satunya adalah kerusakan hutan akibat perambahan
oleh manusia secaratidak benar sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ataupun banjir.
Kasus perambahan hutan di Indonesia masih kerap terjadi walaupun telah ada Undang-undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang K ehutanan. Kasus-kasus ini masih terjadi karena penegakkan hukum yang belum
berlangsung secara maksimal. Pada tahun 2005, K gjaksaan Agung R.I. menyidik suatu kasus perambahan
hutan yang dilakukan oleh Darianus Lungguk Sitorus di Kawasan Hutan Register 40 di Sumatera Utara.
Kasus ini sudah lama akan tetapi belum berhasil dibawa ke Pengadilan oleh aparat yang berwenang.
Kegaksaan Agung R.1., dalam hal ini JAMPIDSUS, milakukan penyidikan atas kasus ini dengan
menyangkakan ketentuanketentuan dalam tindak pidana korupsi terhadap kasus tersebut. Penyidikan dan
penuntutan atas perkaraini didasarkan pada fakta bahwa tindakan yang dilakukan oleh Darianus L ungguk
Sitorus adalah merambah kawasan hutan yang merupakan milik negara dan menimbulkan kerugian negara
sehingga terhadap Darianus Lungguk Sitorus didakwa dengan ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi
dan tindak pidana kehutanan. Akan tetapi dalam putusan tingkat pertama dan tingkat kasasi, tindak pidana
yang terbukti adalah tindak pidana kehutanan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala yang dihadapi
oleh Kegjaksaan yaitu mengenal asas lex specialis derogat legi generasi dan definisi kerugian negaraitu
sendiri. Dengan demikian penerapan ketentuan tindak pidana korupsi dalam kasus perambahan hutan
khususnya kasus Darianus L ungguk Sitorus belum dapat digunakan.
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Forest is one of the national development potential which have real benefit to Indonesia, such as ecological
benefit, social cultural and economic. Therefore forest should be taking care of and organized, protected,
and continuation usable to Indonesian welfare. The damage of forest in Indonesia happened because alot of
reasons, one of them isthe cleared away by human that cause environmental pollution and flood. Such clear
away forest casesin Indonesia still happened even though there are Law No. 41, 1999. These cases still
happened because the law enforcement is not maximized. In 2005, Attorney General Office investigated a
clear away forest by Darianus Lungguk Sitorusin Area 40 in North Sumatera. Its been years, yet it still can
not be brought to the court. Attorney General Office investigated the case based on the accusation of anti
corruption. The investigation and prosecution on this case based on facts that Darianus Lungguk Sitorus act
to cleared away the forest which belong to Indonesia government impact on the lost of capital, hence it
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convicted with anti corruption. On the first verdict and cessation, the crime that proved is the Forest Law
and not Anti Corruption. These happened because several problems faced by the Attorney General such as
lex specialis derogate legi generali and the difference definitions of state lost capital. Therefore the
implementation of anti corruption can not be use in the clear away forest cases especialy case of Darianus
Lungguk Sitorus.



